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Hukum di suatu negara adalah diperuntukkan untuk melindungi warga negaranya dari segala
ketidaknyamanan dan untuk mewujudkan kesegjahteraan bagi warga negaranya. Pembangunan nasional yang
dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah
Indonesia dan membentuk manusia seutuhnya baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin mergjalelanya korupsi yang terjadi
di seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang yang lambat laun telah menggerogoti hasil-hasil
pembangunan yang telah dicapai karena korupsi telah banyak menyebabkan kerugian keuangan dan
perkonomian negara.

Untuk memberikan kejeraan terhadap pelaku korupsi telah ditetapkan pidana penjara yang sangat berat
meskipun kurang mempunyai dampak yang menggembirakan. Di samping pidana penjara yang berat pelaku
korupsi juga dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Namun demikian pidana tambahan
pembayaran uang pengganti dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan untuk pengembalian
kerugian kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat
penulis tertarik untuk mengambil peramasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana pidana
tambahan pembayaran uang pengganti dapat mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara
akibat tindak pidana korupsi."

Konsep pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk membal as terpidana agar tidak
menikmati hasil kejahatannya dan negara dapat memperoleh kembali kerugian yang diderita. Dalam
perkembanganya kemudian uang pengganti juga muncul sebagai upaya perlindungan bagi korban kejahatan.
Dalam pemidanaan agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan maka dalam

pel aksanaannya perlu mengacu pada konsep/ide pidana tersebut (pembayaran uang pengganti).

Pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sering terjadi kontradiktif sehingga perlu
dilakukan sinkronisasi agar tidak saling overlapping. Dan untuk menjamin keberadaan asset terpidana sgjak
ditetapkan sebagai tersangka agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain serta untuk membayaran uang
pengganti maka perlu dibuat payung hukum yang menjaminnya.

Sikap seorang penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara korupsi masih jauh dari
harapan di mama masing-masing aparat penegak hukum dalam bekerja hanya terfokus pada tugas dan
wewenangnya sendiri tanpa melihat tujuan pemidanaan secara keseluruhan. Akibat hal ini, pada akhirnya
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menyebabkan tidak dapat dieksekusinya harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi perlu
dilakukan dengan mengoptimal kan upaya penyitaan, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum,
dan melakukan kerja sama yang baik apakah antar aparat penegak hukum, institusi, maupun dengan negara
lain.

Dan untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korups dan khususnya untuk mengembalikan
kerugian keuangan negara perlu dipikirkan untuk membentuk lembaga khusus untuk memburu dan
mengurus aset negara dalam perkara korupsi serta segera mempersiapkan format kerja sama internasional
dalam pemberantasan korupsi dan pencarian asset terpidana khususnya.



